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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan

berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan

penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012

maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat

dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang

diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur

berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana

prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan BPTU HPT Padang Mengatas

sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu

diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik

terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB

No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil

SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat.

Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas
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pelayananprimadapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan primamaka harapan

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

● Undang-undangNomor25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik.

● Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

● PeraturanMenteri PANRBNomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksuddan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Survei KepuasanMasyarakat (SKM) pada BPTUHPT

Padang Mengatas pada (Oktober s.d Desember) tahun 2025 adalah untuk mengetahui

tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan yang dilakukan oleh instansi serta

bagaimana kinerja unit pelayanan publik secara berkala, dan selanjutnya digunakan

sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakandalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat

digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan BPTUHPT Padang Mengatas.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorongpartisipasimasyarakat sebagai pengguna layanandalammenilai kinerja

penyelenggara pelayanan;

2. Mendorongpenyelenggara pelayanan publik untukmeningkatkan kualitas pelayanan

publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam

menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasanmasyarakat terhadap pelayanan publik

yang diberikan.

Dengandilakukan SKMdapatdiperolehmanfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam

penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit

pelayanan publik secara periodik;
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3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
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BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada BPTU HPT Padang

Mengatas dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim

pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPTU HPT Padang Mengatas adalah tim yang

sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021

(sebagaimana terlampir).

2.2 MetodePengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada

pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur

pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam

kuesioner SKM BPTU HPT Padang Mengatas yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan

masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis

pelayanan.
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6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan

pengalaman

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan

pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat

dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 LokasiPengumpulanData

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu

jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden

sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit

pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) trisemester tertentu yaitu 1
(satu) bulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 1 (satu)
bulan. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan

(jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada BPTU HPT Padang Mengatas berdasarkan

periode survei sebelumnya.. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis

pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan.

Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus

dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 655 orang.
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BABIII

HASIL PENGOLAHANDATASKM

1.1 JumlahResponden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang

diperoleh yaitu 655 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No Karakteristik Indikator Jumlah Persentase

1 Kategorisasi Pengguna
Layanan

Non Disabilitas 0 0%
Disabilitas 0 0%

2

Kataegorisasi Jenis
Disabilitas

Disabilitas Fisik 0 0%
Disabilitas Intelektual 0 0%
Disabilitas Mental 0 0%
Disabilitas Sensorik 0 0%
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1.2 IndeksKepuasanMasyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahandata SKMmenggunakan excel template olah data SKMdan diperoleh

hasil sebagai berikut :

Tabel . Detail Nilai SKMPerUnsur

1.3 Jenis Layanan di BPTU HPT PadangMengatas

Grafik. Nilai SKM Per Unsur
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1.4 Analisa dan Tindak Lanjut
Dari hasil survei menunjukkan bahwa unsur Kesesuaian Persyaratan (U1) memperoleh nilai paling
rendah, yaitu 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasa bahwa persyaratan
layanan belum sepenuhnya jelas, lengkap, atau mudah dipahami. Beberapa kemungkinan
penyebab rendahnya nilai ini antara lain informasi persyaratan yang belum tersampaikan dengan
baik, adanya perbedaan informasi yang diterima dari petugas, atau persyaratan yang dirasa terlalu
banyak dan membingungkan. Kondisi ini dapat menimbulkan keluhan, membuat masyarakat harus
bolak-balik melengkapi dokumen, dan akhirnya menurunkan tingkat kepuasan mereka terhadap
pelayanan.

A. Hasil Analisa Unsur U1 – Kesesuaian Persyaratan
1. Nilai terendah (3,61) menunjukkan bahwa masyarakat menilai persyaratan layanan masih belum

sepenuhnya jelas, sesuai kebutuhan, atau mudah dipenuhi.
2. Kemungkinan permasalahan yang muncul:

 Informasi persyaratan kurang jelas, tidak tertera secara lengkap di media informasi (website,
poster, brosur, atau ruang layanan).

 Persyaratan dianggap terlalu banyak sehingga menyulitkan pengguna layanan.
 Tidak ada keseragaman informasi, sehingga masyarakat menerima informasi berbeda dari

petugas yang berbeda.
 Bahasa informasi persyaratan terlalu teknis, sehingga sulit dipahami masyarakat awam.
 Kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat baru mengetahui persyaratan saat tiba di loket,

menyebabkan ketidakpuasan.
3. Dampak dari kondisi ini:

 Meningkatnya keluhan atau pertanyaan berulang terkait persyaratan.
 Proses layanan menjadi lebih lambat karena pemohon harus melengkapi dokumen tambahan.
 Menurunnya persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggara

layanan.

B. Rencana Tindak Lanjut (RTL)
Untuk meningkatkan nilai unsur Kesesuaian Persyaratan, langkah-langkah perbaikan berikut
dapat dilakukan:

1. Penyusunan dan Penyeragaman Informasi Persyaratan
 Melakukan review seluruh persyaratan layanan untuk memastikan kelengkapan, relevansi,

dan kesesuaian dengan regulasi terbaru.
 Menyusun daftar persyaratan layanan yang seragam, ringkas, dan mudah dipahami.
 Menetapkan template standar untuk publikasi informasi persyaratan.

2. Peningkatan Aksesibilitas Informasi
 Memperbaiki dan memperbarui informasi di media publik:
 Website resmi
 Media sosial
 Papan informasi di ruang tunggu
 Brosur/leaflet

3. Sosialisasi Lebih Intensif kepada Masyarakat
Melakukan publikasi berkala mengenai persyaratan layanan melalui: Media sosial, Pojok
informasi dan Kegiatan tatap muka forum konsultasi publik (FKP)
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1.5 Tren Nilai SKM
Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan
tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik
dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan
masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait
pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan
penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat
kepuasan penerima layanan BPTU HPTPadang Mengatas dapat dilihat melalui grafik berikut :

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatankinerja penyelenggaraan
pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025 pada BPTUHPTPadangMengatas.



12

BAB IV
HASIL TINDAK LANJUT SKM PRIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh BPTUHPT Padang Mengatas periode tahun 2024 menunjukkan
angka yang sangat beragampada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat padatabel di bawah ini:

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024, diperoleh gambaran bahwa seluruh
unsur pelayanan memperoleh nilai di atas 3,60, yang menunjukkan bahwa secara umum kualitas
pelayanan sudah berjalan cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa unsur yang masih perlu
mendapatkan perhatian khusus, terutama unsur dengan nilai terendah, yaitu U4 –
Kesesuaian/Kewajaran Biaya (3,63), U1 – Kesesuaian Persyaratan (3,64), dan U7 – Perilaku Petugas
Pelayanan (3,65). Oleh karena itu, unit kerja melakukan tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kualitas
layanan di tahun berikutnya.

Pertama, untuk unsur Kesesuaian/Kewajaran Biaya, langkah tindak lanjut dilakukan denganmemastikan
bahwa seluruh informasi terkait biaya layanan dipublikasikan secara transparan melalui berbagai media,
baik di ruang pelayanan maupun media daring. Standar biaya layanan juga ditinjau kembali agar tetap
sesuai ketentuan serta mudah dipahami masyarakat. Selain itu, petugas diberikan pengarahan untuk
menyampaikan informasi biaya secara konsisten dan tidakmenimbulkanmultitafsir.

Kedua, terhadap unsur Kesesuaian Persyaratan, dilakukan pembaruan dan penyederhanaan informasi
persyaratan layanan. Informasi ini disampaikan kembali kepada masyarakat melalui papan informasi,
brosur, website, dan media sosial agar masyarakat dapat mengetahui persyaratan sebelum mengakses
layanan. Unit kerja juga menegaskan keseragaman pemahaman bagi seluruh petugas sehingga tidak
terjadi perbedaan penyampaian informasi terkait persyaratan.

Selanjutnya, untuk unsur Perilaku Petugas Pelayanan, dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan
melalui pembinaan rutin, penguatan etika pelayanan, sertamonitoring berkala terhadap interaksi petugas
dan pengguna layanan. Selain itu, dilakukan pengingat internal mengenai pentingnya sikap ramah, sopan,

Ringkasan Hasil SKM Priode Tahun 2024
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dan responsif bagi seluruh petugas sebagai wujud komitmen pelayanan prima. Sementara itu, unsur
pelayanan lain yang memiliki nilai di atas 3,70 tetap dijaga kualitasnya melalui penguatan fasilitas sarana
prasarana, peningkatan kecepatan pelayanan, serta optimalisasi penanganan pengaduan. Evaluasi berkala
juga dilaksanakan untukmemastikan perbaikan layanan berjalan sesuai rencana.

Secara keseluruhan, hasil tindak lanjut SKM Tahun 2024 menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan di
tahun 2025, dengan harapan masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih mudah, cepat,
transparan, danmemberikan kepuasan yang lebih baik di masamendatang.
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BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilaian terhadap sembilan unsur pelayanan, diperoleh gambaran bahwa tingkat
kepuasan masyarakat berada dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata unsur berkisar antara 3,60
hingga 3,75. Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan secara umum telah memenuhi
harapan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Unsur dengan nilai tertinggi adalah U8 – Penanganan Pengaduan (3,75), yang menunjukkan bahwa
masyarakat merasa puas terhadap respons petugas dalam menindaklanjuti keluhan dan masukan.
Sementara unsur dengan nilai terendah adalah U1 – Kesesuaian Persyaratan (3,61) dan U7 –
Perilaku Petugas Pelayanan (3,67). Rendahnya nilai pada unsur tersebut mengindikasikan bahwa
masyarakat masih menemui kendala dalam memahami persyaratan layanan, serta menilai bahwa
perilaku petugas masih perlu ditingkatkan untuk mencapai pelayanan prima.

Secara keseluruhan, capaian IKM ini mencerminkan bahwa penyelenggara layanan telah memberikan
pelayanan yang cukup baik. Namun demikian, hasil ini juga menjadi masukan penting bahwa perlu
dilakukan peningkatan khusus terutama pada aspek kejelasan persyaratan, keramahtamahan dan
kesigapan petugas, serta konsistensi penyampaian informasi. Dengan melakukan tindak lanjut
perbaikan pada unsur-unsur yang mendapat nilai rendah, kualitas pelayanan diharapkan dapat
meningkat pada periode survei berikutnya dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi bagi
masyarakat.

PadangMengatas, 09 Desember 2025
Kepala BPTUHPT PadangMengatas

(Farouk Mochtar, S.Pt, M.P)
NIP. 1975042320021210001
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